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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATlJRAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 58 TAHUN 2012 

TENTANO 

PETUNJUK TEKNlS PEMUNGUTAN RETRJBUSl 
IZlN MENDIRJKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALfKOTA PALEMBANG, 

: a. bahwa guna memcnuhl kctentuan BAB X Pemungutan 
Rclribu"Si Pasal 13 ayar (4) Peraturan Daerab .Kota Palembang 
Nomor 8 Tahun 2010 Lentang Retribusi 1zin Mcndirikan 
Bangunan, perl.u mengatur Petunjuk Teknis Pemungutan 
Retribusi Izin Mendirika:n Bangunan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, petlu mcnetapkan Peraturan Walikota 
Palembang tentang Perunjuk Teknis Pemungutan Retribusi 
lzin Mendjrikan Bangunan, 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara R1 Tahun 1985 Nomor 75, 
Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3318); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 te.nt.a.ng Perumahan 
dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, 
Ta:mbahan Lembaran Negara R1 Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah bcbcrapa kali te.rakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tenLang Pemerintahan Daerah 
(Lemba.ran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, TambaJ1an 
Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tencang Jalan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomar 83, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3186); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah 
dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara RI Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tcnt.ang 
Pembagian Urusan Pemc.rintahan antara Pemerintah, 
Pemerint.ahan Daerah Provins1, dan Pcmerintahan Dacrah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 
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8. Pcraluran Mcnleri Pekerjaan Umum Nomor 24/PR:r/M/2007 
tentang Pedoman Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung; 

9. Peraturaa Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/P'frr/M/2007 
tcntang Pecloman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gcdung ; 

10. Peraturan Daerah Kata Palembang Nomor 6 Tahun 2008 
lentang Urusan Pemerintahan Kata Paiembang (Lembaran 
Daerah I<ota Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tal1t1n 2008 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Palembang (Lcmbaran Daerah Kata 
Palembang Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah 
kedua kaJi dcngan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 
7 Tahun 2012 (Lcmbatan Daerah Kota Palembang Tahun 
2012 Nomor 7); 

L2. Pcraturan Daerah Kata Palembang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lemba.ran 
Daerah Kata Palembang Tahuo 2010 Nomor 8). 

MEMVTUSKAN : 

PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK 
TEK.NlS PEMUNGUTAN RETRIBUSI lZlN MENDIRIKAN 
BANGUNAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal i 

Dalam Peraruran ini yang di:maksud dengan: 

1. Daerah adalRh Kola Palembang; 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kata Palembang; 
3. Walikota adalab Walikota Palembang; 
4. Dinas Tata Kota adalab Dinas Tata Kata Palembang; 
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah 

Kata Palembang; 
6. Kepala Dinas Tata Kata adalah Kepala Dinas Tata Kata Kata 

Palembang. 
7. Sadan usaha adalah suata bentuk badan usaha meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan lainya, Badan Usaba Milik 
Negara atau dengan nama dan daJam benmk apapun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Finna, Kongsi, Koperasi, 
Yayasan atau Organisasi yang sejcnis, Lembaga Dana 
Pansiun, dan Bentuk Badan Usaha lainya; 

8. Petugas adalah seorang Pegawai Negcri Sipil pada Dinas Tata 
Kata yang melaksanakan suatu tuga.s dengan surat perintah 
cugas oleh Kepala Dinas Tata Kata; 

9. lzin Mendirikan Bangunan selanjumya disingkat 1MB adalah 
izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh 
Kepala Dacrab, meliputi bangunan gedung, non gedung dan 
mcnara; 

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kata 
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
Baden yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pcngendalian dan pcngawasan alas kegiata.n, pemanfaatan 
ruang, serta pengga.naan sumber daya alrun, barang, 
prasarana, sarana untuk fasilitas lertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kclest.arian lingkungan. 
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11. Retribusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerab sebagai pembayaran ai.as jasa atau 
pembcrian i?.in tertentu yang khusus di secliakan dan/atau 
diberikan Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribacli atau Badan yang 
rnenurut peratu.ran penmdang-undangan reu-ibusi 
diwajibkan untuk melakukan pem~yaran retribusi, 
Lermasuk pemungul at.au pemotong retribusi tertentu. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertcntu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah 
Kota yang bersangkut.an. 

14. Surat Kctetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi ya.Qg menentukan 
besamyajumlah pokok retribusi yang tcrutang. 

15. Pcmbayaran Retribusi Daerah adalah bcsarnya kcwajiban 
yang harus dipenuhi oleb Wajib Retribusi sesuai dengan 
SKRD dan STRD ke Kas Dae.rah atau ketempat lain yang 
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan; 

BAB ll 
JENIS KEOlATAN DAN 0BJEK YANG 

DlKENAKAN RETRIBUSI 1MB 

Pasal2 

(1) Jenis kegiata:n yang dikenakan retribusi lMB meliputi : 
a. Pembangunan baru; 
b. Rehabilitasi/renovasi 
c. Pclestarian/pemugaran 

(2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
buruf a adalah kegiatan mewujudkan lisik bangunan baru 
atau kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gcdung 
dan/ atau prasa.rana bangunan gedung yang climulai dari 
pckerjaan pondasi. 

l3) Rebabilitasi/renovasi sebagaimana dimaksud pada a,yat (1) 
buruf b meliputi kegiatan : 
a. Perbaikan/perawatan, berupa kegiatan mcmperbaikii 

dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, 
komponen, bahan banguoan dan/atau prasarana dan 
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

b. Perbaikan/pcnggantian struktur utama bangunan. 
c. Perubahan, berupa kegiatan perubahan f~gsi 

bangunan, perubahan tampak, pe_rubaban s1stem 
st:ruktur. perubahan ruang, dan sebag8.Ulya. 

d. Perluasan berupa menambah sebagian dan/atau seluruh 
ruang pada bangunan gedung dan/atau prasarana 
bangunan gedung. 

e. Pengurangan berupa membongkar sebagian bangunan 
gedung dan/atau prasarana bangunan gedung. 

(4) Pelestarian/pemugaran sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (1) hurul c terdiri atas klsRifilulRi pratama, madya clan 
utama. 
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Objck yang dlkenakan retribusi rMB mellpud : 
a. Bangunan Gedung 
b. Prasarana Bangunan Gedung 

BAB Ill 
PENGHlTUNGAN BESARNYA RETRTBUST 1MB 

Pasal 4 

Penghitungan besamya retribusi 1MB meliputi hal : 
e. Komponcn Retribusi 
b. Penghitungan Bcsarnya Retribusi ; clan 
c. Tingkat Pcnggunaan Jasa. 

Pa.sal 5 

Komponen pcnghitungan besamye n:tribusi IMB a.daJe.h 
relribusi penyelen_ggarean bangunan gedung untuk kegialan 
pembangunan bani, rehabilitasi/renovasi dan peleslarian/ 
pemuga.ran. 

Pasal6 

Pcnghitungan besarnya retribusi 1MB clihitung dengan 
penetapan: 
a. Komponen retribusi berupa ret.ribusi peoyelenggaraon 

bangunan gedung ; 
b. Lingkup kegiatan, meliputi pcmbangunan bangunan gedung 

baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi 
pcrbaikan/ perawatan, perube.han, perluasan/pcngurangan, 
dan pclestarian/pcmugaran; dan 

c. Volume/besaran kegiatan, indcks, harga satuan relrlbusi 
untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan 
gcdung. 

Pasa17 

Pe-nghitungan bcScUnya retribusi penyelenggaraan banganan 
gcdung, dengan rumus unluk: 

a. Pembangunan banguuan gedung baru, ditentukan 
berda.sarkan perkalian antara luas bangunan (L) deogan 
Jndeks Tcrintegrasi (It) iodeks pcmbangunan baru (1,00) dan 
t.arlf/harga satuan retribusi bangunan gcdung (HSbg) atau 
dengan rumus: 
R ,. L x IL x 1,00 x HSbg 

b. Pembanguoan prasarana bangunao gedung, ditentuka.n 
bcrdasarkan porkalian antara volumc/bcsaran dari masing
masing prasarana bangunan (V) dengan indeks kegiatan ( I ), 
indek pembanguna.n baru (1,00) dan tarif/harga satuan 
prasarana bangunan gedung (HSpbg) at.au dengan rumus : 
R - V x I x 1,00 x HSpbg 

c. Rchabilitasi/ renovasi, pclestarian/pcmugaran, Ru.mus 
penghitungan besarnya r<:tribusi dan rumus rehabilitasi 
prasarana bangunan gedung adalah : 
R ~ L x ll x. Tk x HSbg 
R - V X I X Tk X HSpbg 
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Pasal 8 

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan 1MB 
menggunakan indeks berdasarkan fu:ngsi, klasiftkasi, dan waktu 
penggunaan bangunan gedung serta indeks uotuk prasarano 
bangunan gedung sebagal tingkat intensitas penggunaan jasa 
dalam proses pcrizinan dengan calrupan kegiatan pemerintah 
daerah dala.m rangka pembinaan izin untuk biaya pengendalian 
penyelenggaraan yang meliputi pcngecekan, pengukura.n lokasi, 
pemeriksaan dan penatausahaan. 

BAB IV 
INDEKS PENGHlTUNGAN DAN HAROA 

SATUAN (TARIF) RETRfBUSl !MB 

Pasa19 

lndcks lingkat pcnggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap 
harga satuan retribusi untuk mcndapatkan besamya retribusi 
meliputi : 
a. Lndeks untuk penghitungan besamya rctn"busi bangunan 

geclung ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi seliap 
bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi 
bangunan geduog pada : 
1) Tingkat kompleksitas ; 
2) Tingkat permanensi ; 
3) Tingkat risiko kcbak.aran bangunan gedung ; 
4) Tingkat zonasi gempa di k:awasan tersebul; 
5) Kepadatan bangurum gcdung di peruntukan lokasi 

pembangunan; 
6) Ketinggian aLau jumlah lanlai ; 
7) Kcpemilikan bangunan gedung ; dan 
8) Jangka waktu pcnggunaan bangunan gedung. 

b. Lndeks untuk penghitungan besamya retribusi prasarana 
bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana 
bangunan gcdung. 

Pasal 10 

Harga satuan (tarif) retribusi 1MB ditetapkan sesuai dengan 
ketcmuan peraturan perundang-undangan meliputi untuk : 
1. Bangunan Oedung 

a. Harga satuan retribusi dinyata.kan per-satuan luas lantai 
bangunan gcdung (m7) yang nilai.nya ditetapkan sesuai 
dengao ketentuao Pcraturan Oaerah Kota Palembang 
Nomor 8 Tahun 2010. 

b. Harga satuan retribusi baogunan gcdung hanya l (satu) 
tarif berlaku untuk semua jenis clan kategori gcdung. 

2 . Prasarana Bangunan Gedung 
Harga satuan retribusi dinyatakan per-satuan volume dari 
setiap jenis prasarana yang nilainya ditelapkan sesuai 
dengan ketentuao Peran.tran Oaerah Kota Palembang 
Nomor 8 Tahun 2010. 

Jenis prasarana dan satuan meliputi : 
- Pagar dan gapura 
- Rumab Jaga, ATM 
- Menara atau tower 
- Kontruksi perkerasan biasa/conblock 
- Kontn1ksi =mhRtA~l =noAm11n /~nAhAn 
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BABV 
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Paragraf l 
FUNOSl BANGUNAN GEDUNG 

Pasa.l 11 

Fungsi bangunan gcdung merupakan ketctapan pcmenuhan 
persyaratan teknis bangunan gedung, bail< dltinjau dcui segi tata 
bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan 
gedungnya. 

Pasa.l 12 

Fungsi bangunan gedung meliputi : 

a. Fungsi hunian ; 
b. Fungsi keaga.maan ; 
c. Fungsi usaha ; 
d . Fungsi sosial dan budaya; 
e . Se rta fungsi khusus. 

Pasal 13 

Fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama 
sebagai tempat tinggal, mcliputi : 

a. rumah tinggal tunggal; 
b. rumab linggal deret antara lain berupa satu atau lebih 

bangunan hunian gandeng, yang masing-masing 
bangunnnnya dipisabkan deoga.n auatu dinding, termasuk 
rumah derct, rumah taman, villa; 

c. rumah linggal susun antara lain berupa rumah susun, 
apartemen dan sejenisnya ; 

d. rumah tinggal sementara antara lain berupa tempat 
pcnampungan sementara. 

Pasal 14 

Fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang berfungsi 
sebaga i tempat melakukan kegiatan lbadab yang meliputi 
bangunan: 

a. Mesjid termasuk mushola ; 
b. Gereja tennasuk kapel ; 
c. Pura; 
d. Vihara ; 
e. Kelent.eng. 

Pasa.115 

Fungsi usaha adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi 
utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi 
bangunan gedung : 

a. -Perkantoran antara lain hen.1pa kantor asuransl, kantor 
bank, kantor perusahaan, perkantoran pemerintah, 
pedcantoran niaga, dan sejenisnya ; 
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b. Perdagangan antara lain bcrupa pasar, mall, pertokoan, 
perbelanjaan, toko, pasar, pusat perbelanjaan, clan 
sejenisnya ; 

c. Perhotelan antara lain berupa hotel, motel, hostel, 
penginapan, dan sejenisnya; 

d. Peri.ndustrian antara lain berupa pabrik, industri 
pengolahan, industri kecil, industri sedang, industri 
besar/berat; 

e. Wisatn dan rekreasi antara lain berupa tempat rekreasi, 
bioskop, dan sejenisnya 

f. Terminal antara lain berupa stasiun kereta, terminal bus, 
terminal udara, halte bus, pelabuban laut ; dan 

g. Tempat penyimpanan antara lain berupa gudang, gedung 
tcmpat parkir, dan sejenisnya. 

Pasal 16 

Fuogsi sosial dan budaya adalah bangunan yang mempuoyal 
fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan 
budaya yang mellputi bangunan gedung : 

a. Pelayanan pendidikan antara lain berupa sekolah taman 
kanak-kanak:, sekolah dasar, sckolah lanjut.a.n, sekolah 
tinggi/universitas, sekolah luar biasa, diklat dan sejenisnya ; 

b. Pelayanan kesehatan, antara lain berupa puskemas, 
poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit klas A, B, C clan 
sejenisnya ; 

c. Kebudayaan, anta.ra lain berupa balai ra.kyat, museum, 
gedung kesenian, dan sejenisnya ; 

d. La.boratorium antara lain berupa laboratorium fisika, 
laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium 
kebakaran; dan 

c. Pdayanao Umum termasu.k bangunan untuk mela.kukan 
kegiatan urusan pemerintah antara lain berupa stadion/ball 
unluk kepentingan olah raga, dan sejenis.nya 

Pasal 17 

Fungsi Campuran/Ganda adalah bangunan yang memlliki 
fungsi lebib dari satu fungsi dalam satu kesatuan 
bangunan/blok bangunan (mixed building). 

Paragraf2 
Kl..ASIFIKASI BANOUNAN G.EDUNG 

Pasal 18 

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari rungsi 
bangunan gedung berdasnrkan pemcouhan tingkat pcrsyaratan 
administratif dan persyaratan tek.nisnya, fungsi bangunan 
gedung ditetapkan untuk setiap unit banguoan atau blok 
bangunan. 
Fungsi bangunan gedung diklaslfikasikan berdasarkan: 

a. Tingkat Kompleksitas ; 
b. Tingkat pennanensi ; 
c. Tingkal resiko kebakaran ; 
d. Zonasi gempa ; 
c . Lokasi; 
f. Ketinggian ; dan/atau 
g. Kepcm.ilikan. 
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Pasal 19 

Klasifikasi bcrdasarkan tingkat kompleksitas scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi : 
a. Bangunan gedung sederhana : 

Adalah bangunen gedung dengan ka.raktcr sederhana dan. 
memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau 
bangunan gedung yang sudah ada disain prototifnya atau 
bangunan gedung yang memiliki l.ingkat kompleksitas 
perencananaan yang sangat sederhana. 

b. Bangunan gedung tidak sederhana : 
Adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana clan 
memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhane. 

<:. Bangunan gedung khusus : 
Adalah bangunan gedung yang memililci penggunaan dan 
persyaratan khusus, yang dalam pereneanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dengan teknologi 
khusus atau bangunan gedung yang memilki tingkat 
kompleksitas perencanaan yang sangat kompleks yang 
dalam perencanaan dan peleksanaannya memerlukan 
banyak tenaga ahlL 

Pa.sal 20 

Klasifikasi berdasarkan l.ingkat permanensi sebagaimana 
dimaksud delam Pasal 18 huruf b meliputi : 
a. Bru1gunan gedung pennanen, yaitu : bangunan gedung yang 

dibangun dengan menggu.nakan bahan a tau material yang 
bersifat permanen/ tahan lama seperti : batu beta, beton 
baja, d.an sobagainya. 

b. Banguna gedung semi pcrmanen, yaitu : bangunan gedung 
yang dibangun dengan sebagian bangunan menggunakan 
bahan atau mate rial yang bcrsifat tidak pem1anon/ tahan 
lama seperti : bilik bambu, penutup di.nding papan atau seng 
dan sebagainya. 

c . Bangunan gedung darurat atau sementara, yaitu : bangunan 
gedung yang dibimgun dengan material yang sifatnya tidak 
permanen atau bangunan yang dibangun dengan ranc:angan 
bongkar pasang (kook down) atau bangunan yang hanya 
diizinkan untuk sementara waktu (tidak lebih darl 3 tahun). 

Pasal21 

Klasiftkasi bordasarknn tingkat resiko kebakaran sebagalmana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi : 
a. Bangunan gedung bertingkat risiko kebak:aran tinggi, yaltu : 

bangunru1 gedung yang dibangun dengan menggunakan 
material yamg mudab terbakar dan/atau bangunan seperti: 
rumah mekan/restoran, bengkel las, bengkel kendaraan, 
SPBU, bangunan dari k.a.yu / papan, bangun.an indus.tri dan 
sebagainya. 

b. Tingkat risiko kebakaran sedang, yaitu : bangunan gedWlg 
yang dibangun dcngan menggunakan material yang tidek 
mudah te rbakar dan/atau bangunan yang delam aktiutas 
atau kcgiatannya berpotensi besa.r menimbulakan 
kebakaran seperti bangunan pusat perdagangan/ 
perbelanjaan padA umumnya, bangunan n1mah tinggal, 
apartemen, hotel, bangunan gudang/ penyimpanan dan. 
sebagainya . 
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c. Tingkat resiko kebakaran rendah, yaitu : bangunan gedung 
yang dibangun dengan menggunakan material yang tidak 
mudah lerbakar dan /atau bangunan yang dalam aklifitas 
atau kegiatannya tidak berpotensi menimbulkan keba.karan, 
seperti : bangunan gedung perkantoran pada umumnya, 
bangunan gedung sarana olah raga, bangtman sarana 
pendidikan, bangunan ibadah, dan sebagainya. 

Pasal 22 

Zonasi Gempa adalah penggambaran besamya koefi.sien gempa 
pada suatu daerah yang sesuai dengan besaran kegcmpaannya. 
Untuk Kota Palembang termasuk kedalam Zona U/Minor sesuai 
dcngan Peta Zonasi Oempa lndonesia Kementerlan Pekcrjaan 
Umum Tahun 2010, dengan bobot tingkat zonasi gempa adalah 
sebesar 0,2. 

Pasal 23 

Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dima.ksud dalam 
Pasal 18 huruf e mcliputi: 
a. Bangunan gedung di lokasi padat, yait-u bangunan gedung 

yang terletak di wilayah yang memiliki tlngkat kepadat.an 
penduduk padat. 

b. Bangunan gedung di lokasi sedang, yaitu bangunan gedung 
yang terletak di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan 
penduduk sedang. 

c. Bangunan gedung di lokasi rengga.ng, yaitu bangunan 
gedung yang terletak di wila:yah yang memiliki tingkaL 
lrepadatan penduduk renggang. 

Pasal24 

Klasifikasi berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 huruf f meliputi : 
a . Bangunan gedung bertinglmt tinggi, yaitu : bangunan yang 

memiliki ketinggian lebih dari 8 lanlai. 
b. Bangunan gedung bertingkat sedang, yaitu : bangttnan yang 

memiliki ketinggian 5 lant:ai s/d 8 lantai. 
c . Bangunan gedung bertingkat rendah, yaitu : bangunan yang 

memiliki ketinggian s/d 4 lantai. 

Pasal25 

Klasi.fikasi berdasarkan kepemilikan seba,gaimalla dimaksud 
dalam Pasal 18 buruf g meliputi : 
a. Bangunan gedung milik negara, yaitu : bangunan gedung 

yang ciimiliki oleh pernerintah baik pusat maupun daerah, 
termasuk bangunan gedung milik yayasan. 

b. Bangunan gedung mllik badan usaha, yaitu : bangunan 
gedung yang climiliki oleh badan usaha milik pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah atau milik badan usaha 
swasta. 

c. Bangunan gedung milik perseorangan yaitu : bangunan 
gedung yang diroiliki oleh perseorangan. 

Pasal 26 

Parameter waktu penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud 
.., _, _ _ n .... --1 , o - -•=-••-= . 
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a. Penggunaan tetap, diperuntuk.kan bagi bangunan yang masa 
pemanfaatannya lebih dari 3 (tahWl). 

b. Penggunaan sementara jangka menengah, diperuntukkan 
bagi bangunan yang O'Jasa pcmaniaa.tannya bersifat 
sementara dcogan jangka waktu maksimum 3 ( tiga ) tahun 
seperti kantor dan gudang proyek. 

c. Penggunaan semcntara jangka pendek, diperWltuk.kan bagi 
bangunan yang memiliki masa pemanfaatannya bersifal 
sementara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) buJan 
seperti bangunan gedung untuk pameran. 

BABVl 

PERHITUNGAN LUAS BANGUNAN 

Pasal 27 

(1) Luas bangunan yang dihitung dalam perhitungan luas 
baogunan yang dijadikan dasar perhitungan retribusi adalah 
luas yang dibatasi oleh dinding-dinding/ kolom-kolom atau 
luas denah bangunan yang digunakan untuk kegiatan. 

(2) Ketcnruan dalam perhitungan luas bangunan yang dijadikan 
dasar perhitungan retribusi : 

a. Luas baogunan gedung dihitung dari gb.ris sumbu (as) 
d.inding/ko]om. 

b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung 
yang beratap, dihitung sctengah dad luas yang dibatasi 
oleh garis sumbu-surnhunya. 

c. Luas bagian banguna.n gedung sepcrti canopy dan 
pergola yang berkolom atau tanpa kolom dihitung 
scteogah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu
sumbunya. 

d. Luas overstek/Juifel dihitung setengah dari luas yang 
dibatasi oleh garis tepi konstruksi tcrsebuL 

e. 1-ant.ai. bangunan yang tidak beratap namun dibatasi 
dinding lebih dari L,2 m dihitung luas bangunan 
gedung. 

BABVIl 

PENETAPAN INDEKS TERINTREGASI 

Pasal 28 

(1) lndeks perhitungan retribusi 1MB terdiri dari : 

a. lndeks kegiatan 
b. lndeks fungsi 
c. Indeks klasifikasi 
d. lndeks waJctu penggunaan 
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(2) lndeks kegiatan sebageirnaoa dimaksud pada ayat (l) huru! a 
ctitentuken sebagai berikut : 

NO OBYEK PARAMETER KEGIATAN INDEKS 
l Bangunan a. Pembaorunan Gedune Baru LOO 

gedung b. Rchabilitasi/ renovasi 
fll Rusak scdanrz 0.45 
(21 Rusak berat 0.65 

c. Pelestarian/Pemuizaran 
{l} Pmtama 0.65 
{21 Madva 0.45 
(31 Utama 0.30 

2 Prasarana a. Pcmbamrunan Gedune: Baru. 1.00 
Bangunan b. Rehabilitasi/renovasi 

Gedung { I l Rusak sedan" 0.45 
(21 Rusak bemt 0.65 

(3) lndeks fungsi sebagnimana dimaksud pada ayat (l) huruJ b 
ditentukan sebagai berikut : 

Fune:si lndcks 
L. Hunian 0.05/0.5 •1 
2. Keaeamaan 0.00 
3. Usaha 3,00 
4. Sosial dan Budava 0,00/l .00 •1 
5. Khusus 2.00 
6. Ganda/camouran 4.00 

(4) lndeks k.lasifikasi sebagaimana dima.ksud pado ayat (1) 
h uruf . beriku c sebae:ai t: 

Klasifikasl 
Bobot 1-'ara.meter lndek (AxB) (A) 

l. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0.40 
b. 'Nda.k Sederhana 0.70 
c. Khusus 1.00 

2. Permancnsi 0.20 a. Darurat 0.40 
b. Semi Permanen 0.70 
c. Permanen 1.00 

3.Resiko 0 . 15 a. Rendah 0.40 
Kebakaran 

b.Sedrul!!: 0.70 
c. Tinu"i t.00 

4.Zonssi 0 . 15 a. Zona I/Minor 0.10 
Gempa 

b.Zona ll / minor 0.20 
c. Zona IIl /sedane 0.40 
d. Zona JV /Sedanl'! 0 .50 
e. Zona V /Kuat 0 .70 
f. Zona Vl / Kuat 1.00 

5. Lokasi 0 . 10 a. Rena...,.11iz 0.40 
(Kepadatan b. Sedane 0.70 
8anP11nanl c. Padat 1.00 
6. Kctinggian 0.10 a. Rendah 0.40 
Bangunan b.Sedan!!: 0.70 

c. Tino"i 1.00 
7. Kepcmil.ikan 0.05 a. Neeara/yavasa:n 0.40 

b. PeroranaM 0 .70 
c.Badan Usaha 1.00 
~WAfltA 
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(5) [ndcks waktu pcnggunaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) buruf d ditcnlukan sebagai berikut : 

Waktu Pcnor.n1naan Indeks 
l. Scmentara. Janaka Pendek 0.40 
2 . Sementara Janl?ka Menene:ah 0 .70 
3. Te tao 1.00 

Pasa129 

(1) lndeks Terintegrasi ditetapkan 0.00 unluk prasarana 
bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, 
bangunan gedung kanlor milik negara, kecuali bangunan 
gedung millk negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa 
usaha. 

(2) Penetapan indeks terintcgrasi untuk. beberapa unit 
bangunan gedung dengan perbedaan jumlab 
lantai/ ketinggian daJam l kavling/persil di.hltung untuk 
masi.ng-masing unit bangunan gedung. 

(3) Jumlah lantai I unit bangunan gedung yang mempunya.i 
bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah 
lantai/ keunggian, penetapan i.ndeks terintegrasi mengikuu 
jumlah lantal tertinggj. 

Pa.sal 30 

(1) lndeks fungsi ditetapkan 0 .05 untuk n.unah unggal tungg.al, 
meliputi rumab inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan 
rumah derct sederhana. 

(2) lndeks fungsi ditetapkan 0,00 untuk. bangunan Kantor milik 
negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk 
pelayanan umum clan jasa usaba, serta ba ngunan gedung 
untuk instalasi dan laboratorium khusus. 

Pa.sal 31 

Bangunan gedung at.au bagian bangunan gedung, prasarana dan 
sarana umum yang berada di bawah permukaan tanah 
(basement), d i a tas/ bawab permukaan air, dibcrl indeks pengali 
tambaban 1,30. 

BABV1Il 
PEMBETULAN PENETAPAN RETRIBUSI 

Pasal32 

( l) Terhadap Penetapan Retribusi yang terdapat kcsalaban tulis 
dan/ atau kesalahon hitung dapat dilakukan pembetulan. 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari 
Wajib Retribusi. 
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(3) Permohonan pembetulan scbagaimana dimaksud pada 

oyat (2) disampaikan kcpada Walikota melalui Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Palembang kemudian 
dikembalikan kc Dinas Tata Kota, paling lambat 30 (tiga 
puluh) bari sejak tanggaJ diterimanya SKRD dengan 
memberikan alasan yangjclas. 

(4) Hasil pcmbetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 
disampaikan kembali ke Kantor Pelayanan Perizinan 1'erpadu 
Kota Palembang u.ntuk diteruskan kepada Pemohon. 

BAB IX 
PENUTUP 

Pasal33 

Pada saat Peraturan ini ber laku, maka segala ketentuan yang 
tidak sejalan dcngan Peraturan ini, clinyatakan tidal< borlaku. 

Pasal 34 

Peraru.ran ini mulai berlaku scjak t.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pcraturan ini dengan pcnempata.n dalam Serita 
Daerab. Kota Palembang. 

DW~~\c-,~1 pMemb:)n(I ..--..u 6-<0 • - 't. 
UJ<llElAAIS D.L."'Wi 

!(OTA PALOISAHG 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 8 Q=-\'T4...- 2012 

PALEMBANG, 

H EDDY SANTANA PUTRA 


